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Abstract:Undivided inheritance (boedel waris) is a frequently disputed issue in Indonesian inheritance law. These
disputes arise because the inheritance remains in joint ownership among the heirs, requiring the consent of all
heirs to act on the inheritance. In practice, unilateral control, unauthorized sales, and differences in the use of
legal systems frequently occur due to the pluralism of inheritance laws in Indonesia: civil inheritance law, Islamic
inheritance law, and customary inheritance law. This study aims to determine and understand the legal provisions
regarding undivided inheritance and the mechanisms for resolving disputes from the perspective of Indonesian
positive law. This study is a normative legal study using both statutory and conceptual approaches. The legal
materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review and
analyzed qualitatively using deductive methods. The results indicate that the provisions regarding undivided
inheritance in Indonesian positive law are still influenced by the pluralism of inheritance legal systems: the Civil
Code, the Compilation of Islamic Law, and customary law. These three legal systems essentially recognize the
existence of undivided inheritance as joint property of the heirs until its legal distribution. Furthermore, disputes
over undivided inheritance can be resolved through non-litigation mechanisms such as family deliberation and
mediation, as well as through litigation in court. Non-litigation resolution prioritizes the principles of family and
peace, while court resolution provides legal certainty through binding and enforceable decisions.

Keywords: Undivided Inheritance, Inheritance Code, Inheritance Disputes, Dispute Resolution, Indonesian
Positive Law.

Abstrak: Harta warisan yang belum terbagi (boedel waris) merupakan salah satu persoalan yang sering
menimbulkan sengketa dalam praktik hukum kewarisan di Indonesia. Sengketa tersebut muncul karena harta
peninggalan masih berada dalam kepemilikan bersama para ahli waris, sehingga setiap tindakan terhadap objek
warisan harus mendapat persetujuan seluruh ahli waris. Dalam praktiknya, sering terjadi penguasaan sepihak,
penjualan tanpa persetujuan, maupun perbedaan penggunaan sistem hukum akibat pluralisme hukum kewarisan
di Indonesia, yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap harta warisan yang belum terbagi serta mekanisme
penyelesaian sengketanya dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan
terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka serta dianalisis secara
kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai harta warisan yang
belum terbagi dalam hukum positif Indonesia masih dipengaruhi oleh pluralisme sistem hukum kewarisan, yaitu
KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat. Ketiga sistem hukum tersebut pada dasarnya mengakui
keberadaan harta warisan yang belum terbagi sebagai harta bersama para ahli waris sebelum dilakukan pembagian
secara sah. Selain itu, penyelesaian sengketa harta warisan yang belum terbagi dapat ditempuh melalui mekanisme
non-litigasi berupa musyawarah kekeluargaan dan mediasi, maupun melalui jalur litigasi di pengadilan.
Penyelesaian secara non-litigasi lebih mengedepankan asas kekeluargaan dan perdamaian, sedangkan
penyelesaian melalui pengadilan memberikan kepastian hukum melalui putusan yang bersifat mengikat dan dapat
dipaksakan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Harta Warisan yang Belum Terbagi, Boedel Waris, Sengketa Waris, Penyelesaian Sengketa, Hukum
Positif Indonesia.

PENDAHULUAN
Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur peralihan hak dan
kewajiban seseorang kepada ahli waris setelah meninggal dunia. Dalam hukum positif Indonesia, Pasal

830 KUHPerdata menegaskan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian, sehingga sejak saat itu
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seluruh hak dan kewajiban yang bernilai ekonomi beralih kepada para ahli waris. Sistem hukum
kewarisan di Indonesia bersifat pluralistik, meliputi hukum waris perdata (KUHPerdata), hukum waris
Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum waris adat yang diakui oleh UUD
NRI Tahun 1945. Keberagaman sistem ini mencerminkan kemajemukan masyarakat Indonesia, tetapi
juga menimbulkan kompleksitas dalam penentuan hukum yang berlaku serta pembagian kewenangan
antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa waris.

Salah satu sumber sengketa yang paling sering muncul adalah harta warisan yang belum terbagi
(boedel waris). Berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata, sejak pewaris meninggal dunia para ahli waris
secara otomatis memperoleh hak atas seluruh harta peninggalan berdasarkan prinsip saisine, sehingga
harta tersebut menjadi milik bersama para ahli waris (mede-eigendom). Dalam keadaan harta warisan
belum terbagi, setiap tindakan hukum terhadap objek warisan harus mendapat persetujuan seluruh ahli
waris. Namun, dalam praktik sering terjadi tindakan sepihak, seperti penjualan, penguasaan eksklusif,
atau penggunaan harta warisan sebagai jaminan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Tindakan tersebut
berpotensi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena merugikan hak kolektif para ahli
waris, sekaligus memicu konflik keluarga yang berkepanjangan, terutama apabila objek warisan berupa
tanah dan bangunan yang memiliki nilai ekonomi dan emosional tinggi.

Lebih lanjut, sengketa atas harta waris yang belum terbagi tidak hanya menyangkut persoalan
kepemilikan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak ahli waris, termasuk melalui konsep
legitieme portie dalam KUH Perdata yang menjamin bagian mutlak bagi ahli waris tertentu. Meskipun
telah diatur secara normatif, perlindungan tersebut pada praktiknya bersifat pasif karena harus
diperjuangkan melalui mekanisme gugatan di pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan
antara pengaturan hukum dan implementasinya di lapangan.

Permasalahan menjadi semakin kompleks karena adanya pluralisme sistem hukum kewarisan di
Indonesia. Tidak jarang terjadi situasi di mana satu pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama
dengan dasar hukum Islam, sementara pihak lain mengajukannya ke Pengadilan Negeri dengan
berlandaskan KUHPerdata atau hukum adat. Perbedaan prinsip antara hukum Islam, hukum perdata,
dan hukum adat seringkali menimbulkan perbedaan dalam penentuan siapa yang berhak menjadi ahli
waris serta besaran bagian yang diterima. Kondisi ini tidak hanya memicu konflik antar ahli waris,
tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa, terutama ketika para
pihak memiliki preferensi hukum yang berbeda.

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa harta warisan yang belum terbagi juga menghadapi
berbagai kendala. Meskipun hukum positif Indonesia telah menyediakan jalur penyelesaian melalui
non-litigasi (musyawarah dan mediasi) maupun litigasi melalui pengadilan, dalam praktiknya proses
penyelesaian seringkali berlangsung lama, berlarut-larut, dan tidak jarang menghasilkan putusan yang
berbeda terhadap objek sengketa yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme yang tersedia

belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak.

151 INOVASI — Volume. 5 Nomor. 3 September 2026



Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Belum Terbagi Dalam Perspektif Hukum
Positif Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan harta warisan yang belum terbagi
merupakan sumber permasalahan hukum yang kompleks, baik dari segi pengaturan maupun mekanisme
penyelesaiannya. Kompleksitas ini tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif, tetapi juga oleh
pluralisme hukum, perbedaan kepentingan para ahli waris, serta kendala dalam implementasi hukum di
lapangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yuridis untuk memahami dan mengetahui secara
lebih mendalam mengenai pengaturan hukum serta mekanisme penyelesaian sengketa harta warisan
yang belum terbagi dalam perspektif hukum positif Indonesia.

Kajian ini penting dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai
bagaimana hukum positif Indonesia mengatur dan menyelesaikan sengketa harta warisan yang belum
terbagi. Dengan dasar tersebut, penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul, “Tinjauan Yuridis
Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Belum Terbagi Dalam Perspektif Hukum Positif
Indonesia.”

METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian

Penelitian pada hakikatnya merupakan sarana ilmiah untuk mengembangkan, memelihara, dan
memperkuat ilmu pengetahuan melalui proses yang sistematis dan metodologis. Dalam bidang hukum,
penelitian dilakukan untuk menemukan, mengumpulkan, serta menganalisis informasi yang relevan
guna menjawab permasalahan hukum tertentu. Teori hukum berperan sebagai landasan konseptual yang
membantu memahami hukum positif secara mendalam, baik dari aspek normatif maupun praktis.
Berdasarkan tujuan dan objek kajiannya, penelitian hukum terbagi menjadi penelitian hukum normatif
dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian hukum normatif berfokus pada hukum sebagai
norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum, sedangkan
penelitian hukum empiris mengkaji hukum dalam praktik sosial dan penerapannya di masyarakat.

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif karena fokus kajian terletak
pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur penyelesaian sengketa harta warisan
yang belum terbagi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam ketentuan
dalam KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai peraturan terkait lainnya untuk
memperoleh argumentasi yuridis yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian tidak diarahkan
pada pengamatan praktik di lapangan, melainkan pada pengkajian sistematis terhadap hukum tertulis
(law in books) guna memahami konstruksi hukum yang mengatur sengketa waris dalam sistem hukum
positif Indonesia.
B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif mengenal berbagai pendekatan, antara lain pendekatan perundang-
undangan, kasus, historis, komparatif, konseptual, filsafat, dan analitis. Masing-masing pendekatan

memiliki fungsi tersendiri dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan
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digunakan untuk menelaah peraturan yang berlaku, pendekatan kasus untuk mengkaji putusan
pengadilan, pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan norma hukum, sedangkan pendekatan
konseptual berfokus pada doktrin dan teori hukum yang berkembang dalam literatur. Sementara itu,
pendekatan filsafat dan analitis digunakan untuk memahami makna, tujuan, dan penerapan norma
hukum secara lebih mendalam.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-
undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang
mengatur pewarisan dan penyelesaian sengketa harta warisan yang belum terbagi. Sementara itu,
pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti harta warisan, ahli
waris, boedel waris, serta penyelesaian sengketa berdasarkan pandangan para ahli dan doktrin hukum.
Kombinasi kedua pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan analisis yang tidak hanya
berlandaskan pada norma hukum positif, tetapi juga didukung oleh kerangka teoritis yang kuat dan
sistematis.

C. Jenis Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum dikenal sumber informasi berupa data primer dan data sekunder,
meskipun dalam penelitian hukum normatif istilah yang lebih tepat adalah bahan hukum. Penelitian ini
menggunakan sumber hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan terdiri atas bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat
otoritatif dan mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa
buku, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang memberikan penjelasan serta penafsiran terhadap
ketentuan hukum yang berlaku. Bahan hukum sekunder berfungsi memperkuat landasan teoritis dan
membantu memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pewarisan. Adapun bahan hukum
tersier digunakan sebagai sumber pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep hukum melalui
kamus hukum, ensiklopedia, media massa, dan sumber informasi berbasis internet. Keseluruhan bahan
hukum tersebut digunakan secara terpadu guna mendukung analisis yang komprehensif terhadap
permasalahan yang diteliti.

D. Metode Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, metode pengumpulan bahan hukum pada umumnya
dilakukan melalui studi pustaka, studi dokumen, dan studi arsip. Penelitian ini menggunakan studi
pustaka dan studi dokumen sebagai teknik utama pengumpulan bahan hukum. Studi pustaka dilakukan
dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan

dengan permasalahan pewarisan dan penyelesaian sengketa. Sementara itu, studi dokumen dilakukan
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melalui pengkajian dokumen hukum, terutama putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

Setelah bahan hukum terkumpul, analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif. Analisis
ini menekankan pada penafsiran dan pemahaman terhadap substansi bahan hukum, bukan pada
pengukuran statistik. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengidentifikasi makna norma
hukum, menemukan kemungkinan adanya kekosongan hukum, konflik norma, maupun ketidakjelasan
pengaturan yang berkaitan dengan sengketa harta warisan yang belum terbagi. Dengan demikian,
metode ini memungkinkan terciptanya analisis hukum yang mendalam dan sistematis.

E. Teknik Penarikan Kesimpulan

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan, diseleksi, dan dianalisis
sesuai dengan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Proses ini bertujuan untuk memperoleh
pemahaman yang menyeluruh mengenai pengaturan hukum pewarisan dan penyelesaian sengketa harta
warisan yang belum terbagi. Dalam penelitian hukum, teknik penarikan kesimpulan dapat dilakukan
secara induktif maupun deduktif. Namun, penelitian hukum normatif pada umumnya menggunakan
metode deduktif karena berangkat dari kaidah hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan
pada permasalahan yang lebih khusus.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.
Peneliti terlebih dahulu mengkaji horma-norma umum yang mengatur pewarisan dalam hukum positif
Indonesia, kemudian menerapkannya pada permasalahan khusus mengenai sengketa harta warisan yang
belum terbagi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan
yang logis, sistematis, dan memiliki dasar yuridis yang kuat dalam menjawab rumusan masalah yang
diteliti.

PEMBAHASAN
A. Pengaturan Hukum terhadap Harta Warisan yang Belum Terbagi dalam Perspektif Hukum

Positif Indonesia
1. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Menurut KUHPerdata, harta warisan yang belum terbagi (niet-verdeeld) dipandang sebagai satu
kesatuan boedel yang menjadi milik bersama para ahli waris secara kolektif, sehingga tidak ada hak
kepemilikan eksklusif atas objek tertentu sebelum dilakukan pembagian resmi. Status kepemilikan
bersama ini bermula sejak terbukanya pewarisan akibat kematian (Pasal 830 KUHPerdata), yang
membawa konsekuensi yuridis berupa tanggung jawab proporsional terhadap utang maupun
keuntungan yang dihasilkan boedel. Untuk menentukan penerima hak tersebut, KUHPerdata
menerapkan sistem parentela (penggolongan berdasarkan kedekatan hubungan darah dan perkawinan)
yang membagi ahli waris ke dalam empat golongan secara berurutan, di mana Golongan | (suami/istri
yang hidup terlama dan keturunan garis lurus ke bawah) menjadi prioritas utama yang menutup

golongan berikutnya.
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Di samping mengatur hak waris, undang-undang juga menetapkan sanksi tegas berupa
ketidakpatutan (onwaardigheid) berdasarkan Pasal 838 KUHPerdata bagi individu yang melakukan
tindakan kriminal atau culas terhadap pewaris, sehingga status mereka dianggap tidak pernah ada dan
haknya gugur sejak awal. Guna menciptakan keadilan, KUHPerdata membatasi kebebasan mutlak
pewaris dalam menghibahkan atau mewasiatkan hartanya melalui instrumen legitieme portie (bagian
mutlak). Ketentuan Pasal 913 KUHPerdata ini berfungsi sebagai jaminan hukum minimum yang hanya
diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus (linea recta) baik ke bawah maupun ke atas, sedangkan
pasangan yang ditinggalkan (suami/istri) atau mantan istri secara tegas tidak dikategorikan sebagai
legitimaris.

Besaran legitieme portie tidak seragam melainkan dihitung secara bertingkat berdasarkan jumlah
legitimaris yang ada dari porsi warisan normatif mereka (het ab intestato gedeelte). Bagi anak sah,
bagian mutlak ini berkisar antara setengah (1/2) hingga tiga perempat (3/4) bagian tergantung jumlah
anak, sementara bagi orang tua dan anak luar kawin yang diakui secara sah ditetapkan sebesar setengah
(1/2) dari bagian yang seharusnya diterima menurut undang-undang. Untuk menilai ada tidaknya
pelanggaran terhadap hak mutlak ini, dasar perhitungannya merujuk pada harta peninggalan murni
(zuivere boedel)—yaitu total kekayaan setelah dikurangi utang dan ditambah kembali dengan nilai
hibah yang pernah diberikan semasa hidup pewaris melalui mekanisme pengurangan (inkorting).

Untuk mengakhiri kepemilikan bersama yang bersifat sementara, Pasal 1066 KUHPerdata
memberikan hak fundamental bagi setiap ahli waris untuk menuntut pemisahan dan pembagian boedel
warisan kapan saja tanpa bisa dipaksa dalam keadaan tidak terbagi. Jika terjadi pelanggaran hak atau
penguasaan sepihak atas harta warisan oleh pihak lain, ahli waris dibekali dengan hak absolut untuk
mengajukan gugatan hereditatis petitio berdasarkan Pasal 834 KUHPerdata. Gugatan ini memiliki
cakupan yang luas karena bertujuan tidak hanya menuntut pengembalian fisik objek warisan beserta
segala hasil ekonomisnya dari pihak mana pun (baik sesama ahli waris maupun pihak ketiga), tetapi
juga menegaskan pengakuan formal atas status seseorang sebagai ahli waris yang sah.

Karakteristik istimewa dari gugatan hereditatis petitio adalah sifatnya yang tidak tunduk pada
daluwarsa (verjaring), sebagaimana dipertegas oleh yurisprudensi Mahkamah Agung yang
mengesampingkan batas waktu 30 tahun karena penguasaan harta warisan tanpa hak dinilai sebagai
perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang tidak bisa menghapus hak milik. Namun di sisi
lain, hukum juga memberikan kebebasan bagi ahli waris untuk secara resmi menolak warisan (recht
van verwerping) melalui pernyataan tegas di hadapan panitera Pengadilan Negeri jika dirasa utang
pewaris melebihi nilai harta bersihnya. Penolakan ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditarik kembali
(onherroepelijk), sehingga pihak yang menolak dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan porsinya

akan beralih kepada ahli waris lain yang berhak.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Harta Warisan yang Belum Terbagi dalam Perspektif

Hukum Positif Indonesia
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Penyelesaian sengketa harta warisan yang belum terbagi di Indonesia pada dasarnya dapat ditempuh
melalui dua mekanisme utama, yaitu musyawarah kekeluargaan (adat) dan mediasi di pengadilan, yang
keduanya wajib melibatkan seluruh ahli waris guna mencegah konflik lanjutan. Pendekatan
musyawarah kekeluargaan merupakan langkah preventif awal yang paling umum karena sangat sejalan
dengan nilai sosiologis masyarakat Indonesia. Mekanisme ini tidak sekadar berfokus pada perdebatan
hak kebendaan secara hukum formal, melainkan lebih mengedepankan asas perdamaian guna merawat
ikatan darah, solidaritas, dan keharmonisan emosional antar anggota keluarga yang bersengketa.

Dalam penerapannya, berbagai kelompok masyarakat adat di Indonesia menjadikan musyawarah
sebagai instrumen esensial. Sebagai contoh, masyarakat adat Batak Toba menerapkan prinsip Dalihan
Natolu yang menyelesaikan sengketa secara bertahap—mulai dari keluarga inti, kerabat, hingga
melibatkan tokoh masyarakat—guna memulihkan keseimbangan sosial. Serupa dengan hal tersebut,
masyarakat Minangkabau yang bersistem matrilineal sangat mengandalkan peran niniak mamak dan
lembaga adat nagari untuk menengahi sengketa harta pusaka tinggi. Penyelesaian melalui hukum adat
ini bertujuan untuk menjaga keutuhan komunal, martabat kaum, serta mencegah penguasaan warisan
secara sepihak.

Meskipun penyelesaian jalur kekeluargaan memiliki keunggulan berupa fleksibilitas prosedur dan
sangat efektif dalam merawat keharmonisan keluarga, mekanisme ini tetap memiliki kelemahan
fundamental. Keberhasilan musyawarah sangat bergantung pada iktikad baik dan kesetaraan posisi para
ahli waris, sehingga rentan menemui kegagalan apabila terdapat pihak yang egois atau terlalu dominan
secara penguasaan ekonomi. Selain itu, kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah pada umumnya
hanya mengikat secara moral dan tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial (daya paksa) layaknya
putusan pengadilan.

Apabila jalur kekeluargaan menemui jalan buntu, sengketa akan beralih pada mekanisme mediasi
di pengadilan yang diatur secara imperatif melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016. Dalam sistem peradilan
perdata Indonesia, mediasi bukan lagi sekadar formalitas, melainkan tahapan wajib di mana mediator
netral (hakim atau non-hakim bersertifikat) memfasilitasi perundingan tanpa memiliki kewenangan
untuk memutus perkara. Proses ini menuntut iktikad baik secara mutlak dari para pihak dan kuasa
hukumnya; pelanggaran terhadap hal ini dapat berujung pada sanksi tegas, seperti gugatan penggugat
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) atau tergugat dihukum membayar biaya
mediasi.

Proses mediasi di pengadilan dibatasi waktu maksimal 30 hari (dapat diperpanjang 30 hari) namun
memberikan keleluasaan cakupan materi perundingan, bahkan mengizinkan pelibatan tokoh adat atau
agama jika disepakati bersama. Jika perundingan membuahkan hasil, para pihak akan menyusun
Kesepakatan Perdamaian yang merumuskan jalan keluar seperti teknis pembagian atau pengelolaan
harta warisan. Agar memiliki kepastian hukum dan daya eksekusi yang kuat layaknya putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), kesepakatan tertulis tersebut dapat dimintakan
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penguatan kepada hakim untuk dituangkan menjadi Akta Perdamaian, sehingga mengakhiri

perselisihan waris secara tuntas, resmi, dan adil.

PENUTUP

A
1.

157

Simpulan
Pengaturan hukum terhadap harta warisan yang belum terbagi dalam perspektif hukum positif
Indonesia pada dasarnya diatur dalam pluralisme sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris

perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Dalam KUHPerdata, harta warisan yang belum

terbagi (boedel waris) dipandang sebagai milik bersama para ahli waris sejak terbukanya pewarisan.
Kepemilikan tersebut bersifat kolektif, sehingga setiap tindakan terhadap harta warisan harus
dilakukan atas persetujuan seluruh ahli waris dan tidak dapat dilakukan secara sepihak.
KUHPerdata juga mengatur mengenai pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris, ketidakpatutan
mewaris, serta perlindungan hak ahli waris tertentu melalui konsep legitieme portie sebagai bagian
mutlak yang dijamin oleh hukum. Selain itu, KUHPerdata memberikan perlindungan hukum
terhadap hak-hak ahli waris melalui hak untuk menuntut pembagian warisan, mengajukan gugatan
hereditatis petitio, serta menggugat tindakan sepihak atas boedel waris yang merugikan ahli waris
lain. Sementara itu, pengaturan harta warisan yang belum terbagi dalam Kompilasi Hukum Islam

(KHI) pada dasarnya menempatkan boedel waris sebagai harta peninggalan yang masih berada
dalam penguasaan bersama para ahli waris sebelum dilakukan pembagian secara sah menurut
hukum Islam. Meskipun KHI tidak mengatur secara eksplisit mengenai istilah harta warisan yang
belum terbagi, pengaturannya tercermin melalui ketentuan tentang penentuan ahli waris, bagian
masing-masing ahli waris, penyelesaian kewajiban pewaris, pelaksanaan wasiat, hibah, serta
mekanisme pembagian warisan berdasarkan prinsip faraidh. Selama tahapan pembagian warisan
belum diselesaikan, maka harta peninggalan masih berstatus belum terbagi dan belum menjadi hak
individual para ahli waris. Selain itu, KHI juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak
ahli waris melalui pengaturan mengenai hak waris, pihak yang terhalang mewaris, penggantian ahli
waris, serta penyelesaian sengketa melalui musyawarah maupun Pengadilan Agama. Adapun,

hukum waris adat memandang harta warisan yang belum terbagi tidak hanya sebagai objek bernilai

ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan kekeluargaan dan kepentingan komunal dalam
masyarakat adat. Oleh karena itu, keberadaan harta warisan yang belum terbagi seringkali
dipertahankan untuk menjaga keutuhan keluarga, kelangsungan garis keturunan, serta fungsi sosial
dan adat yang melekat pada harta tersebut. Selain itu, pengaturan harta warisan dalam hukum adat
sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan sistem kewarisan yang berlaku dalam masyarakat,
baik patrilineal, matrilineal, maupun parental/bilateral. Perbedaan tersebut menentukan kedudukan
ahli waris, bentuk penguasaan harta warisan, serta mekanisme penyelesaiannya. Di samping itu,

hukum adat juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak para ahli waris melalui prinsip
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musyawarah, persetujuan bersama, dan larangan tindakan sepihak atas harta warisan yang belum
terbagi.
Sengketa harta warisan yang belum terbagi pada prinsipnya dapat diselesaikan melalui berbagai

mekanisme yang diakui dalam hukum Indonesia, baik melalui musyawarah kekeluargaan/adat

maupun prosedur hukum formal. Jalur musyawarah kekeluargaan maupun mekanisme adat
merupakan bentuk penyelesaian non-litigasi yang lebih mengedepankan asas kekeluargaan,
perdamaian, dan musyawarah mufakat. Mekanisme ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan
perselisihan mengenai hak atas harta warisan, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan antar
ahli waris dan keseimbangan sosial dalam keluarga maupun masyarakat adat. Selain itu, praktik
seperti dalam masyarakat adat Batak Toba dan Minangkabau menunjukkan bahwa keterlibatan
tokoh adat dan keluarga besar memiliki peranan penting dalam membantu para pihak mencapai
kesepakatan secara damai. Namun, keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada itikad baik
dan kesediaan para pihak untuk bermusyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah kekeluargaan
dan adat mencerminkan bentuk perlindungan hukum preventif karena memberikan ruang bagi para
ahli waris untuk menyelesaikan sengketa secara damai sebelum berkembang menjadi konflik
hukum yang lebih besar. Kemudian, jalur mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa
harta warisan yang belum terbagi yang mengedepankan perdamaian dan kesepakatan para pihak
dengan bantuan mediator yang netral. Dalam hukum positif Indonesia, mediasi diatur dalam Perma
No. 1/2016, di mana para ahli waris diberikan ruang untuk menyampaikan kepentingan dan mencari
penyelesaian secara damai tanpa harus langsung menempuh proses litigasi. Mekanisme ini dinilai
lebih mampu menjaga hubungan kekeluargaan dan mengurangi konflik antar ahli waris. Namun
demikian, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik dan kesediaan para pihak untuk
mencapai kesepakatan. Ditinjau dari teori perlindungan hukum, mediasi mencerminkan
perlindungan hukum yang menekankan keseimbangan kepentingan dan pemeliharaan

keharmonisan hubungan kekeluargaan. Sedangkan, penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah

mekanisme yang ditempuh ketika penyelesaian secara damai melalui musyawarah maupun mediasi
tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dalam hukum positif Indonesia, pengadilan memiliki
kewenangan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status ahli waris, pembagian harta
warisan, hingga penyelesaian berbagai tindakan yang merugikan hak ahli waris, baik melalui
Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri sesuai sistem hukum yang berlaku. Penyelesaian
sengketa melalui pengadilan dilakukan melalui tahapan hukum acara perdata, mulai dari pengajuan
gugatan, mediasi wajib, pemeriksaan persidangan, pembuktian, hingga putusan dan upaya hukum.
Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya
sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para ahli waris. Mekanisme ini
sejalan dengan perlindungan hukum represif karena pengadilan berfungsi memulihkan dan

melindungi hak-hak ahli waris yang dirugikan melalui proses penegakan hukum secara formal.
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Saran

Mengingat pengaturan mengenai harta warisan yang belum terbagi dalam hukum positif Indonesia
masih dipengaruhi oleh pluralisme sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris perdata, hukum
waris Islam, dan hukum waris adat, maka pemerintah maupun pihak-pihak terkait perlu
meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban para
ahli waris berdasarkan sistem hukum yang berlaku. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui
penyuluhan hukum, layanan konsultasi hukum masyarakat, maupun pemanfaatan media informasi
yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Peningkatan pemahaman hukum ini penting karena
dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami kedudukan hukum terkait harta
warisan yang belum terbagi, termasuk mengenai hak masing-masing ahli waris, larangan
melakukan tindakan sepihak terhadap boedel waris, serta prosedur penyelesaian sengketa yang
dapat ditempuh apabila terjadi perselisihan. Kurangnya pemahaman tersebut seringkali
menimbulkan konflik dalam keluarga, terkait bagian warisan yang seharusnya diterima oleh ahli
waris lain. Oleh karena itu, peningkatan edukasi hukum kewarisan diharapkan dapat mendorong
masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajibannya sehingga sengketa harta warisan yang
belum terbagi dapat diminimalisir serta penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih adil,
tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penyelesaian sengketa harta warisan yang belum terbagi, para ahli waris sebaiknya lebih
mengedepankan penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan dan mediasi sebelum menempuh
jalur litigasi di pengadilan. Penyelesaian secara damai dinilai lebih sesuai dengan nilai kekeluargaan
yang hidup dalam masyarakat Indonesia karena tidak hanya berorientasi pada penyelesaian hukum
semata, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga. Selain itu, mekanisme
non-litigasi relatif lebih sederhana, cepat, dan mengurangi biaya dibandingkan proses persidangan
yang panjang dan formal. Oleh karena itu, tokoh keluarga, tokoh adat, tokoh agama, maupun
mediator perlu lebih dioptimalkan perannya dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan
yang adil dan dapat diterima bersama. Namun demikian, apabila musyawarah dan mediasi tidak
berhasil mencapai penyelesaian, maka pengadilan tetap harus dipandang sebagai sarana penting
untuk memperoleh perlindungan hukum, kepastian hukum, dan pemulihan hak-hak ahli waris yang

dirugikan melalui mekanisme penegakan hukum yang sah dan mengikat.
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